PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BUPATI MADIUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1@68al R11, Pasal
131 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terfPamgadaan
Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu mengatiaksp@aan
pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkurRemerintah
Kabupaten Madiun;

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, ktigfas,
transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitasndpelaksanaan
pengadaan barang / jasa Pemerintah;

bahwa sebagai pedoman dalam melaksanakarkaemudokumen
elektronik pada proses pengadaan barang / jasapgaksanaannya
melalui sarana elektronik di lingkungan Pemerintéhbupaten
Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaksilichadalam
huruf a, b dan ¢, maka perlu menetapkan PeratutgratBtentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elkektbn
lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang igaraNegara;
Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentandpdPelaharaan
Negara;

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeRetahan
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengatarng —
Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 rignRengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tgnRengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah atiubengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;



Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tgnta@mbaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenf@eggadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 TaR006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiebah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 TaR0@7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 21T &®08 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabénpat
Madiun.

MEMUTUSKAN :

: PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA

ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MADIUN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Madiun.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiu

4. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (ElectrGaicerment
Procurement / e-Procurement) adalah proses pengdsimang/jasa
Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secak#rogié yang
berbasis webl/internet dengan memanfaatkan fasiltelenologi
komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangamum secara
elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan PesgadSecara
Elektronik (LPSE) melalui www.Ipse.madiunkab.go.id.

5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalaipelaksana
teknis atau pengelola yang dibentuk dan ditetapRapati untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Bmsagsecara
elektronik atau melayani proses pengadaan baraag/jdalam
pelaksanaan sistem dan domain e-Procurement.

6. Sistem Pelayanan Secara Elektronik (SPSE) adaistem yang
dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan peagdmaang/jasa
Pemerintah secara elektronik.
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19.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah pejabag dsamgkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaragagtemilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksapaagadaan
barang/jasa.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat olehgdeea
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pengadaan/pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit pelaks$ekiais yang
dibentuk dan ditetapkan Bupati yang berfungsi nedakkan
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PemerintahpidsdsuMadiun.
Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorarmgamemenuhi
syarat-syarat pendirian Badan Usaha atau orangqgrarggyan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dantéstidftar dalam
sistem e-Procurement pada pusat-pusat layanan.

Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem
Procurement yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, PaRiiagadaan /
Pokja Pengadaan dalam ULP, dan Penyedia Barang/Jasa

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagaiitakeriri dari
Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di daletens e-
Procurement.

Password adalah kumpulan karakter atau string yongnakan oleh
Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem
Procurement/aplikasi SPSE.

Umpan balik adalah tanggapan atas penggunaan siplika
procurement yang dilakukan oleh pengguna aplik@soeurement.
Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadaghkatan pelaporan
dokumen yang disampaikan oleh calon penyedia.

Monitoring lelang adalah kegiatan pemantauan texhadktivitas
lelang melalui website LPSE oleh LPSE;

Admin Layanan Pengadaan Secara Elektronik adakfh Ishyanan
Pengadaan Secara Elektronik yang diberikan wewenantk
memegang kendali aplikasi e-Procurement, serta reekam User ID
dan Password kepada Pejabat Pembuat Komitmen /tigPani
Pengadaan/ Pokja Pengadaan pada Unit Layanan Ramgad

Pokja Pengadaan atau Kelompok Kerja Pengadaanhasitampulan
tenaga-tenaga ahli pengadaan dalam Unit Layanangadaan
(ULP)/Unit Pengadaan yang melaksanakan pemilihamyguba
barang/jasa.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektoyang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpanagialbentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnyang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer uatsistem
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas padesdnl suara, gambar,
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peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, taartigka, kode akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau atfhu dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tanda tangan Elektronik adalah tanda tangan yamdiriteatas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasiuaterkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebaajat verifikasi
atau autentikasi.

E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyediar@lasa yang
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh userPenyedia
Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaarasaektronik
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawatamdaaktu yang
telah ditentukan.

E-Catalogue atau Katalog elektronik adalah sistenfiorinasi
elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikadtnts dan harga
barang tertentu dari berbagai Penyedia BarangRaserintah.
E-Purchasing adalah tata cara pembelian Baranghdakdui sistem
katalog elektronik.

E-Lelang adalah metode pemilihan penyedia barakgf@an
konstruksi/jasa lainnya secara elektronik untuk isempekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerfaarstruksi/jasa
lainnya yang memenuhi syarat.

E-Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasauttamsi secara
elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikiéh semua
penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainngagymemenuhi
Syarat.

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik adadgdtikasi
perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara ElekifSRIEE) berbasis
web yang terpasang di server Layanan PengadaamaS€elektronik
yang dapat diakses melalui web Layanan PengadaatareSe
Elektronik.

Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik gudatangan atau
badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasiem
Pengadaan Secara Elektronik, dipresentasikan olsér UD dan
Password yang diberikan oleh Layanan PengadaamaSEzktronik,
antara lain Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/KpltkrKerja Unit
Layanan Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa.

File adalah sekumpulan rekaman (records) yangglanthubungan,
dan setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikBamgan
posisinya dalam file.

APENDO adalah aplikasi pengaman dokumen, yang dlasgkan
oleh Lembaga Sandi Negara.



Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengadaarang/jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun yang dilakuksecara
elektronik.

Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 3

(1) Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/ULR/FR#ngadaan
dalam ULP, Penyedia Barang/Jasa, LPSE KabupatenuMadbn
pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan bararay/jagcara
elektronik harus mematuhi etika sebagaimana ddalem Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanndidasa
Pemerintah.

(2) Di samping mematuhi etika sebagaimana dimaksud pgda (1),
Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan / ULPoKkja
Pengadaan dalam ULP, Penyedia Barang / Jasa, LRB®HpHKten
Madiun mempunyai kewajiban :

a. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaanaksds
(User ID dan password) para pihak;

b. menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaanddat
informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagium;

c. memenuhi ketentuan dan Peraturan Perundang-undayayam
berlaku dalam pengadaan barang/jasa secara eléktron

Pasal 4

Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan/ULR/PBkngadaan

dalam ULP, Penyedia Barang/Jasa, LPSE KabupatenuMathn pihak-

pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasasselektronik dilarang:

a. mengganggu, mengacaukan, dan/atau merusak sistemadaan
barang/jasa secara elektronik; dan

b. mencuri informasi, memanipulasi data, dan/atauusrburang dalam
pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapaitpengaruhi
tujuan pengadaan.

BAB I
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pasal 5
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pergaddarang/Jasa



Secara Elektronik terdiri atas :

a. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik);

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Panitia PeagddLP/
Pokja Pengadaan dalam ULP;

c. Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Pasal 6
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

(1) Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Peaher
Kabupaten Madiun terdiri atas :

Penanggungjawab;

Ketua;

Sekretaris;

Administrator;

Trainer;

Help Desk;
g. Verifikator.

(2) Anggota pengelola sebagaimana dimaksud pada aydtbi@ntuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tempat kedudukan Pengelola Layanan Pengadaan Seledteonik
berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun.

~® Q200w

Pasal 7

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempumgssif

a. mengelola dan mengoperasikan sistem pelayanan agaag
barang/jasa secara elektronik;

b. melakukan registrasi dan verifikasi penyedia bafjasg untuk
memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratg berlaku;

c. melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap RejdPembuat
Komitmen, Panitia Pengadaan/Pokja Pengadaan dal& dan
Penyedia Barang/Jasa;

d. menyediakan pelatihan / training kepada PejabatbBatrKomitmen,
Tenaga Ahli Pengadaan, Pegawai Negeri Sipil dan ydoia
Barang/Jasa untuk menguasai pengadaan barang/@seriftah
secara elektronik;

e. menyediakan sarana akses internet bagi Pejabatuaéertdomitmen,
Panitia Pengadaan/Pokja Pengadaan dalam ULP daryed?&n
Barang/Jasa,

f. menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikantensis
e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen, tid@ani
Pengadaan/Pokja Pengadaan dalam ULP dan PenyediagBkasa;



g. menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode aksesr (I atau
Password) terhadap nama — nama yang tercantum dalaat
keputusan penunjukan/pengangkatan Pejabat Pembuoatitriden
(PPKom), Panitia Pengadaan/Pokja Pengadaan daldm UL

h. melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahagoenyedia
barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaraalunelplikasi
SPSE namun belum tercatat sebagai pengguna SPSE;

I. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasdingkungan
Pemerintah Kabupaten Madiun dan instansi lain deselya.

Pasal 8

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pagak §1) huruf a
mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas kelangaetaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik di Pewerittabupaten
Madiun.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayauft) b mempunyai

tugas :

a. melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan aayamistrator,
trainer, helpdesk, verifikator;

b. menyampaikan laporan secara berkala kepada penagjggab LPSE
dalam rangka pelaksanaan pengadaan secara elkktiibngkungan
Pemerintah Kabupaten Madiun;

c. menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam aapglaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungamerintah
Kabupaten Madiun;

d. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kSad&oan Kerja
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

e. Melakukan koordinasi dengan LPSE Nasional.

Pasal 10

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 @yathuruf c

mempunyai tugas :

a. melaksanakan administrasi / penatausahaan LPSE;

b. mengkoordinir administrator, trainer, helpdesk darifikator;

c. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadazaang/jasa
secara elektrnik;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kineganinistartor,
trainer, helpdesk dan verifikator;

e. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.



Pasal 11

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal & @) huruf d

mempunyai tugas :

a. menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka aedeEs
pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik dgrepangkat keras
(hardware) maupun perangkat lunaknya (berupa aplika-
procurement);

b. memelihara dan memberikan jaminan keamanan (sgcutethadap
sistem pengadaan barang/jasa secara elektroniersdan perangkat
komputer dalam rangka pelaksanaan pengadaan hasmgecara
elektronik;

c. menangani permasalahan teknis (trouble resolutigamg terjadi
terhadap aplikasi e-procurement dan perangkat ikgaas

d. melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE bz dengan
cara memberikan informasi dan masukan tentang kekeadala
teknis yang terjadi pada LPSE Kabupaten Madiunasaelaksanakan
instruksi yang diterima,;

e. memberikan User ID dan Password kepada Penyedian§dasa
setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petaggdikator, dan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengdda@fiokja
Pengadaan dalam ULP.

Pasal 12

Trainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayauflj e mempunyai
tugas :
a. memberikan pelatihan bagi Pejabat Pembuat Komitnfeanitia

Pengadaan/ULP/Pokja Pengadaan dalam ULP dan Panyedi

Barang/Jasa mengenai tata cara dan mekanisme qedaks
pengadaan barang/jasa secara elektronik, sertapergian aplikasi
e-procurement;

b. menjelaskan kepada peserta pelatihan tentang kabijgang berlaku
dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa skstdronik.

Pasal 13

Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayathyduf f

mempunyai tugas :

a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses @deaga
barang/jasa secara elektronik, baik melalui telegmail, maupun
hadir langsung di ruang LPSE;

b. menerima dan membantu proses pendaftaran Penyadiaddjasa;

c. memberikan penjelasan kepada yang membutuhkannteriésilitas
dan fitur aplikasi e-procurement;

d. menangani keluhan dan masukan para pihak yangittdrekenaan



dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa se&#enéte

e. memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengbdeag/jasa
secara elektronik, dan menyampaikan laporan kepadaa apabila
ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atékganaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik untukldiianjuti.

Pasal 14

Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 &¥athuruf g

mempunyai tugas :

a. menangani proses pendaftaran penyedia barangksials diterima
dari Helpdesk;

b. melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dimkumen yang
disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai gratap
pendaftaran;

Cc. menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran eokay
barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi;

d. menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen dp#&aran
kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyempgiformasi
kepada yang bersangkutan tentang kesalahan danrakekm
informasi/dokumen;

e. mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia@gasa.

Pasal 15

(1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan gursatas
pelaksanaan penyedia barang/jasa Pemerintah sebtek&onik,
Pengelola LPSE memberitahukan kepada Pengguna rerggaasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, ®&aniti

Pengadaan/ULP/Pokja Pengadaan dalam ULP denganugamb
disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Madiun.

(2) Inspektorat Kabupaten Madiun menindaklanjuti temselmagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peratueanndfang-
undangan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Panitia PengddaBnh
Pokja Pengadaan dalam ULP

Paragraf 1
Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
Pasal 16

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimacantem dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangaBeag Barang/Jasa
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Pemerintah, Pejabat Pembuat Komimen (PPKom) daéngaulaan secara

elektronik juga mempunyai tugas untuk :

a. menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikefsiis dan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan umum korieglada Panitia
Pengadaan/Pokja Pengadaan dalam ULP (surat bdgemgrannya
dapat berbentuk dokumen elektronik, dan dilaksamakiaar aplikasi
SPSE);

b. menyerahkan Surat Keputusan sebagai Pejabat PerKlonatmen
dan melakukan pendaftaran sebagai pengguna SP@Happngelola
LPSE untuk mendapatkan kode akses (User ID ataweead) aplikasi
SPSE;

c. Menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksudanda
Pasal 15.

Paragraf 2
Panitia Pengadaan/ULP/Pokja Pengadaan dalam ULP
Pasal 17

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimacentem dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangaBeag Barang/Jasa
Pemerintah, Panitia Pengadaan/Pokja Pengadaan ddla® dalam
pengadaan secara elektronik juga mempunyai tugak un

a. menerima, menyimpan dan melaksanakan pemiliharabarkian surat
yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen ¢RBK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

b. menyerahkan surat keputusan tentang kepanitian k urgaket
pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode dkises ID dan
Password) untuk masing-masing hama yang terteaandatpanitiaan;

c. membuat dokumen pengadaan dalam bentuk softcopy;

d. menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksiathd@asal 15.

Bagian Keempat
Penyedia Barang / Jasa
Pasal 18

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimanantigrcadalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangaBeag Barang/Jasa
Pemerintah, Penyedia Barang/Jatslam pengadaan secara elektro
mempunyai kewajiban untuk melakukan pendaftarara gaikasi SPSE
dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk menkiapaode akses
aplikasi SPSE.
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BAB Il
TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 19

(1) Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik dilakdkagan car:
E-Tendering atau E-Purchasing.

(2) Tata cara E-Tendering atau E-Purchasing mengik@ierkuan
peraturan yang diterbitkan oleh lembaga yang bengn
mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pamesetara
elektronik dan menetapkan arsitektur sistem infeimaang
mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/JasarirRem
secara elektronik.

Pasal 20

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaarang/jasa
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupat®adiun
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah KatkeapMadiun
dilakukan melalui aplikasi www.lpse.madiunkab.gp.id

b. User ID dan Password seluruh pengguna sistemocsament di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun merupakamesentasi
dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruhvitakti dalam
e-procurement;

c. User ID dan Password yang dimaksud pada ayat €i@)sdsiasi
terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim gistem e-
procurement, sehingga diakui sebagai salah satupdoem yang
mengesahkan dokumen tersebut;

d. Autentikasi dokumen elektronik dalam sistem e-prement
menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan gatilkatau hash
key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik.laBpenyedia
barang/jasa telah memberikan persetujuan dan mémbegyernyataan
bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuaigdendokumen
yang diterima oleh sistem e-procurement berdasarkash key yang
dihasilkan dari metodologi MD5, maka penyedia bgfiasa dianggap
telah menandatangani dokumen tersebut secaracaldtr

e. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksuatrdauruf ¢ dan
d dapat diberlakukan sama dengan dokumen terkalsiali dokumen
yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada rigrgledang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trandalektronik.
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BAB IV
PENETAPAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA
UNTUK DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 21

(1) Paket — paket pengadaan barang/jasa dengan nitgpasadengan
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dapéaksinakan
secara manual atau elektronik berdasarkan penetgarPengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Paket — paket pengadaan barang/jasa dengan nilatasdi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) wajitbak$anakan
secara elektronik.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 22

Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam perggpa sistem
pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektioR&E Kabupaten
Madiun dapat melakukan koordinasi dan konsultasigde Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKRIPR sdapat
mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukatuk
penyempurnaan prosedur dan sistem layanan pengadeara elektronik
kepada LPSE Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

(1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dapeggomakan
pengadaan secara elektronik sejak Peraturan Bapdiundangkan.

(2) Sebelum dibentuk Unit Layanan Pengadaan BRgdasa (ULP),
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Satuan KegadgRat Daerah
dilakukan oleh Panitia Pengadaan.

(3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektrnbukk paket —
paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dildiesangaling
lambat tanggal 1 Januari 2012.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka PermatBupati Madiun
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pengd&tang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatéiak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalamtaBdédaerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Maret 2011
BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM. S.Sos.



